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PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat 

kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,  selanjutnya disebut 

sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat 

kediaman di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat  dan saksi- saksi 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 27 Januari 

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 104/

Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat 

terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah  sebagaimana diterangkan di dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/09/IV/2011 tanggal 18 April 2011;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, 

dan saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda 

beranak satu;
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3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah; 

dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai  

keturunan; 

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, 

namun sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena 

penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan kepada orangtua Tergugat;

b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih 

mementingkan diri sendiri dan orangtua Tergugat saja;

c. Tergugat sering berkata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran anata Penggugat 

dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2012 Penggugat minta 

diantarkan pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak 

sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat diantarkan 

pulang oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat 

sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir 

maupun batin;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat  berpisah, pihak keluarga sudah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi 

sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari 

Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara 

ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat   putus karena 

perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
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Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir 

di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang 

lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa 

hadirnya pihak Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan 

cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan 

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan 

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya kecuali nama Tergugat, Penggugat 

menyatakan namanya dirubah menjadi X; 

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan 

sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

 Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat 

gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan 

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat Nomor 470/06/TDI/2014 

tanggal 12 Maret 2014 yang yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung 

Dalem Ilir, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebut 

bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinatzegelen pejabat 

pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode kode 

P.1

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan 

dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, 

Kabupaten Lampung Tengah  sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 171/09/IV/2011 tanggal 18 April 2011, surat tersebut bermeterai 
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cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinatzegelen pejabat pos, setelah 

dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi P.2;

 

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi 

dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai 

berikut :

I. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di Kabupaten Lampung Tengah; 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan 

Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang 

sah dan belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah pernikahan, saksi 

sering mendengar pengaduan Penggugat,  rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi  penyebab terjadinya ketidakharmonisan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat 

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum 

minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  

sejak bulan September 2012 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi 

lahir dan bathin;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di Kabupaten Lampung Tengah; 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan 

Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang 

sah dan belum dikaruniai keturunan; 
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah pernikahan, saksi 

sering mendengar pengaduan Penggugat,  rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi  penyebab terjadinya ketidakharmonisan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat 

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum 

minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  

sejak bulan September 2012 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi 

lahir dan bathin;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya 

tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada 

gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan 

putusannya; 

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang 

yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1 

dan P.2 serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan 

materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat sebagai penduduk 

Kabupaten Lampung Tengah, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan 

Agama Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 
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2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 

R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta berdasarkan 

bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh 

karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas 

sebagai pihak (legitima personastandi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak 

pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 27 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus 

dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaian oleh 

Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara 

ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati 

Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan 

rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  namun sejak bulan Desember 

2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-

dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah 

sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi 

tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan 

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan 

perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan 

beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena 

itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan 

bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum 

sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2011, belum 

dikaruniai keturunan serta belum pernah bercerai;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis,  

namun sejak bulan Desember 2013 pernikahan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada 

Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat 

sering berkata kasar kepada Penggugat;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan September 2012 

hingga sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud 

Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan 

tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah 

rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat 

mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka 

mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan 

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat 

Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai 

berikut:
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�،وكان  �،أواعتراف الزوج ا لدىالقاضي ببينةالزوجة Õدعوا فإذاثبتت 

أمثالÕما وعجزالقاضي عن  الايذاء مما لايطاق CDE دوام العشرة بين 

اطلقة بائنة ÕماطلقÕبين الاصلاح 

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan 

pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya 

berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi 

mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan 

talak satu bain (bain suhra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi 

Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan 

yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, 

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat 

diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. 

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah 

bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf 

(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra 

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh 

Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in 

sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali 

dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 

Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 

25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan 
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Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat 

Nikah di Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat perkawinan dan tempat 

tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah 

tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kecamatan 

Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung 

Timur, maka berdasarkan hal tersebut Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten 

Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar 

Sribhawono Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu;

 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai 

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  patut untuk menghadap di 

persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan 

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bandar Sribowono Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada  Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- 

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 Masehi 

bertepatan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag, sebagai 
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Hakim Ketua Majelis, Nur Izzah, S.HI dan Ade Ahmad Hanif, S.HI  masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Riduansyah sebagai Panitera Sidang 

dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

                                           Ketua Majelis,

Ttd.

                                                                                                          Ahmad Saprudin, S.Ag   

                 

                                                                    Hakim Anggota,                                                           Hakim Anggota,

           Ttd                                                                                  Ttd.     

        Nur Izzah, S.HI                                                 Ade Ahmad Hanif, S.HI

                                                                     Panitera Sidang,

                                     Ttd.

                                      Drs. Riduansyah                                

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.   50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp.     5.000,-
5. Materai : Rp.     6.000,-
                                          ----------------------
   Jumlah                              Rp. 541.000,-

Untuk salinan 
Pengadilan Agama Muara Enim

Panitera,

                          Drs. Efendi  
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